BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa;

bahwa dengan adanya perubahan beberapa nama Desa
di Kabupaten  Malang, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa perlu untuk disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Penetapan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
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4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menetapkan

dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerintah  Daerah  melakukan  Penetapan dan
Penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Batas dan Luas Wilayah Desa yang telah ada sebelum
berlakunya  Peraturan  Daerah ini, tetap diakui
keberadaannya sebagai Batas dan Luas Wilayah Desa
sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB

yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN
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4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal,
yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan penyebutan nama Desa dalam administrasi
kependudukan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah
ini diundangkan, dilakukan penyesuaian secara bertahap
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 5B

Batas Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah
ini diundangkan, dilakukan penyesuain paling lama 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

5. Ketentuan angka 11, angka 26, angka 102, angka 103,
angka 139, angka 226, angka 286 Lampiran diubabh,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2025
BUPATI MALANG,

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

NURCAHYO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor Seri
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L.

II.

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN DESA

UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa merupakan dasar hukum yang mengatur keberadaan dan
penetapan desa di wilayah Kabupaten Malang. Seiring berjalannya waktu,
terdapat beberapa perubahan nama desa yang perlu disesuaikan dengan
kondisi aktual dan kesepakatan masyarakat setempat. Perubahan nama desa
ini didasarkan pada surat pernyataan dari kepala desa yang bersangkutan,
yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan penulisan nama
desa agar lebih tepat dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar.

Perubahan nama desa ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal dokumen resmi,
batas wilayah, dan hak-hak administratif lainnya.

Berdasarkan hasil pencermatan nama Desa dengan berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa, terdapat beberapa perubahan nama Desa di Kabupaten Malang
sebanyak 7 (tujuh) Desa yakni:

a. Desa Sumbermanjingkulon Kecamatan Pagak;

o

Desa Pringgodani Kecamatan Bantur;

Desa Gedogkulon Kecamatan Turen;

oo

Desa Gedogwetan Kecamatan Turen;

®

Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung;

i

Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis; dan

g. Desa Langlang Kecamatan Singosari.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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